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Abstract 

 Gender mainstreaming is a strategy to achieve gender equality and justice through policies and programs 

that take into account the experiences, aspirations, needs and problems of women and men in the process of 

planning, implementing, monitoring and evaluating all policies and programs in various areas of life and sectors. 

development. The implementation of this gender mainstreaming program is one of the programs of the Pekanbaru 

City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Agency. This research aims to 

identify and explain the implementation and analyze obstacles in implementing the gender mainstreaming 

program at the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service of Pekanbaru 

City. The method used is a descriptive survey with quantitative methods. Based on the results of research at the 

Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service, the 

implementation of the PUG program has not been fully implemented. Limited budget for implementing the gender 

mainstreaming program by the Pekanbaru City DP3APM Service and inadequate human resources at the 

Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service. 

Keywords: Implementation, Gender Mainstreaming and Women's Empowerment 

Abstrak 

 Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan 

gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 

permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas seluruh kebijakan dan proram diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. 

Pelaksanaan program pengarusutamaan gender ini salah satu program dari instansi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pelaksanaan dan menganalisa 

hambatan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan survey 

deskriptif dengan metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan program 

PUG belum semua terlaksanakan. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanan program pengarusutamaan 

gender oleh Dinas DP3APM Kota Pekanbaru dan belum memadai sumber daya manusia di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Kota 

Pekanbaru. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 
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Pendahuluan 

Menurut Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 terkait dengan pengarusutamaan 

gender dalam pembangunan nasional sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan 

dan kesetaraan gender, setiap instansi pemerintah mengintegrasikan gender sebagai suatu 

dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini 

setiap lembaga dan satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah mampu membuat 

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional responsive gender. 

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat penting karena dalam kehidupan 

sosial, seringkali ditemui permasalahan mengenai isu gender yang diakibatkan karena adanya 

kesenjangan atau ketimbangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah 

satu pihak yaitu perempuan dan laki-laki. Hal ini tentunya dapat menyebabkan akses dan 

kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran, dan penghargaan akan terciptanya 

kondisi yang tidak adil gender. Maka dari itu, dipandang perlu dalam menangani gender 

memerlukan sebuah alat untuk menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan 

pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel baik bagi pihak perempuan atau laki-laki yaitu 

berupa PUG. 

Penelitian ini dianggap penting diteliti karena belum adanya monitoring dan evaluasi 

dari Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap program-program yang dijalankan. Dalam 

membuat urgensi alam penelitian mekanisme kerja pelaksanaan itu yang selama ini berjalan 

di kota Pekanbaru masih perlu penyempurnaan terutama pada tahap perencanaan jadi hal 

tersebut menjadi sebuah urgensi.  

Adapun tujuan atau maksud dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi dan 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Kota Pekanbaru 

dan Menganalisa dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanakan Pengarusutamaan Gender 

(PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru. 

Adapun program yang ada di dinas DP3APM untuk penelitian ini adalah Program 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan yang memiliki 3 kegiatan 

yaitu (1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah 

Kewenangan Kabupaten/Kota. (2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial 

Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota. (3) Pengutan 

Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten Kota. Namun, dari 9(sembilan) sub kegiatan diatas hanya terfokus pada sub 

kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan 

perempuan kewenangan kabupaten kota karena terbatasnya anggaran pada program 

pengarusutamaan gender dan masih belum memadai sumber daya manusia pada bidang 

pengarusutamaan gender. 

 Adapun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Pengarusutaamaan Gender (PUG) Dan 

Pemberdayaan Perempuan Di Kota Pekanbaru, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatkan kulitas tumbuh kembang 

anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlingan khusus anak, meningkatkan 
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kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak umtuk 

mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan meningkatkannya 

perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Program pengarusutaam gender 

dan pemberdayaan perempuan jelas merupakan sebuah upaya besar yang memerlukan 

banyak biaya maupun sumber daya manusia nya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat 

bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah terkait baik di pusat dan didaerah yang 

mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan. 

 Anggaran yang digunakan untuk kegiatan program pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di kota pekanbaru. Dalam melakukan pelaksanaan program 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ini memerlukan anggaran dana 

yang cukup dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Anggaran dana tersebut 

menjadi tanggung jawab antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan 

Pemberdayaan Masyarakat, anggaran dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). 

 Selain anggaran, dalam program dan kegiatan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan tentu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 

Anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat mendukung 

dari program kegiatan pengarusutamaan gender agar terlaksana dengan optimal. Maka dari 

itu, dapat dilihat dari data pegawai di DP3APM kota Pekanbaru pada program 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.  

Fenomena dan permasalahan ini yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan 

penelitian, maka adapun permaalahan dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut : 

1.  Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis menduga bahwa masih terbatasnya 

anggaran dalam Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekanbaru 

2.  Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis menduga bahwa sumber daya manusia di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pada Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan masih belum 

memadai. 

 Mekanisme kerja pelaksanaan PUG yang selama ini berjalan di Kota Pekanbaru masih 

perlu penyempurnaan terutama pada tahap perencanaan. Hal ini menjadi urgensi dalam 

penelitian. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan 

program PUG yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakaat Kota Pekanbaru. 

 

Tinjauan Pustaka 

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang sistematis untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang diperhatikan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program 

pembangunan baik pada aspek politik, ekonomi, dan sosial. 
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 Gender merupakan sifat dan karakteristik seseorang yang membedakan laki-laki dan 

perempuan mencakup pakaian, sikap, kepribadian, peran dan tanggung jawab yang 

dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gender juga diartikan sebagai cara pandang atau 

persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan 

jenis kelamin secara kodrati biologis. 

 Pelaksanaan dalam pendekatan yang menggunakan teori dari Van Metter dan Carl 

Van Horn Implementasi kebijakan publik mengatakan proses implementasi kebijakan sebuah 

abstraksi atau performansi suatu Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 

dilakukan untuk meraih kinerja Implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel. 

Yang dimana indikator Variabel Pelaksanan yang sangat menentukan keberhasilan 

Pelaksanaan, yaitu :  

a.   Standar Dan Sasasran Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dan kebijakan memang realistis 

dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.  

b.  Sumber Daya Keberhasilan proses impelementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, seperti sumber daya manusia, 

sumber daya sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah sumber daya 

finansial dan sumber daya waktu 

c.   Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi 

formal dan oganisasi informal yang akan terlibat pengimpelementasisan kebijakan 

publik, merupakan sangat penting karena kinerja impelementasi kebijakan public akan 

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tetap serta cocok dengan para agen 

pelaksanaannya. 

d. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme 

yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses impelementasi. 

e.   Lingkungan, Ekonomi,Sosial, dan Politik.  Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna 

meninal kinerja implementasi public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter 

dan Carl Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan ekternal turut mendorong 

keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. 

Metode 

Tipe penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif.Sumber 

data primer diperoleh melalui wawancara,kuisioner dan data sekunder diperoleh dari 

buku,data,dokumen publikasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan 

Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

kuesioner, observasi dan dokumentasi. 

Setelah keseluruhan data terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang di 

pergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data di kelompokkan dan di sesuaikan menurut 

jenis data yang di peroleh, kemudian akan dibahas dan di analisa dalam dua bentuk, yaitu 

data yang bersifat kualitatif akan di uraikan secara lengkap dan terperinci dalam bentuk 

kalimat. Kemudian data yang bersifat kuantitatif akan di tabulasikan atau disajikan dalam 
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bentuk tabel, angka, persentase serta dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang 

mendukung untuk dapat diambil kesimpulan induktif. 

Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator penelitian didapatkan rekapitulasi 

dari penelitian Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekanbaru sebagai berikut : 

Tabel 1 

Rekapitulasi Tanggapan Responden dinas Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender 

(PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

 

No  

Item Yang Dinilai 

Kategori Penilaian  

Jumlah Terlaksana Cukup 

Terlaksana 

Kurang 

Terlaksana 

1. Standar dan sasaran 4 

(67%) 

2 

(33%) 

0 

(0% 

6 

(100%) 

2. Sumber Daya  1 

(17%) 

4 

(66%) 

1 

(17%) 

6 

(100%) 

3. Karakteristik 

pelaksana 

3 

(50%) 

3 

(50%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

4. 

 

Komunikasi antar 

organisasi 

5 

(83%) 

1 

(17%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

5. Lingkungan sosial dan 

ekonomi 

1 

(17%) 

5 

(83%) 

0 

(0%) 

6 

(100%) 

Jumlah 14 15 1 30 

 Rata-rata 2,8 3 0,2 6 

Presentase 47% 50% 3% 100% 

Skala Pengukuran 34-66% 

Kriteria Cukup Terlaksana 

Sumber : Data olahan hasil penelitian,2023 

 Dari hasil rekapitulasi yang dibuat penelitian didapatkan kesimpulan yang dilihat dari 

hasil kuesioner, wawancara, dan observasi bahwa jawaban rata-rata keseluruhan dari 
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indikator responden dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru berada pada kategori “ Cukup Terlaksana”. 

 Indikator standar dan sasaran kebijkan, dilihat dari penyebaran kuesioner kepada 

pihak dinas rata-rata menjawab berada pada kategori “Cukup Terlaksana” hal ini 

dikarenakan pihak dinas sedang mengatasi jumlah pengurangan kasus kekerasan gender. 

 Indikator sumberdaya, dilihat dari penyebaran kuisioner kepada pihak dinas rata-rata 

jawaban berada pada kategori “Cukup terlaksana”. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya 

manusia masih kurang, ketersedian dana yang setiap tahunnya ada pengurangan sehingga 

program yang dibuat masih ada yang tidak terlaksana, hal tersebut sangat mengahmbat 

dalam perjalanan program sehigga semua serba minim sehingga tidak dapat mengcover 

keseluruhan dari program tersebut khusunya di Kota Pekanbaru. 

 Indikator karakteristik pelaksana, dilihat dari penyebaran kuisioner kepada pihak 

dinas rata-rata jawaban untuk indikator ini adalah “Cukup Terlaksana”. Karena dalam 

menjalankan program ini pihak dinas sudak mulai menjalankan tugas nya sebagai fungsi nya 

sebagai fasilitator penyelesaian masalah dan tetap adanya transparansi yang jelas. 

 Indikator komunikasi antar organisasi, dilihat dari hasil penyebaran kuisioner kepada 

pihak dinas di dapati rata-rata jawabannya berada pada kategori “Cukup Terlaksana” karena 

komunikasi antar organisasi lain sudah baik. 

 Indikator lingkungan sosial dan ekonomi, dari hasil penyebaran kuisioner terhadap 

pihak dinas menghasilkan jawaban dengan rata-rata “Cukup Terlaksan”. Karena dilihat dari 

hubungan pihak pelaksana dan masyarakat sudah mulai terjalin dengan baik dan untuk 

pengaruh terhadap ekonomi masyarakat juga berpengaruh. 

 Dengan begitu jawaban responden pada Pelaksanaan Program Pengarusutamaan 

Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru dominan menjawab “Cukup Terlaksana” berada pada skala 

pengukuran 34-66% pada Kriteria Cukup Terlaksana. Sehingga dapat disimpulkan dari alasan 

jawaban responden yang telah dijelaskan Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender 

(PUG) dikota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal hal ini dibuktikan dengan jawaban 

responden yaitu Cukup Terlaksana. Upaya yang dilakukan DP3APM dalam upaya 

penambahan sumber daya belum berjalan optimal karena masih banyak kegiatan-kegiatan 

yang belum terlaksana. Masih belum memadai anggaran pada Pelaksanaan Program 

Pengarusutamaan Gender (PUG). Sosialisasi yang dilakukan DP3APM belum menyeluruh 

banyak masyarakat yang belum paham tentang program tersebut dan tentang mau 

mendampingi pelapor jika terjadi kekerasan berbasis gender yang dialami korban.sosialisasi 

sangat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham pada program dan 

kegiatan yang diberikan DP3APM. 

 Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi responden pihak masyarakat korban 

kekerasan gender tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota 

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 



 

 
 
 

Wevi Oktaria Yuti dan Lilis Suriani  

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 1 / 2024 294 

Tabel 2 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Pelaksanaan Program Pengarusutamaan 

Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kota Pekanbaru 

No  

Item Yang Dinilai 

Kategori Penilaian  

Jumlah Terlaksana Cukup 

Terlaksana 

Kurang 

Terlaksana 

1. Standar dan sasaran 4 

(18%) 

10 

(46%) 

8 

(36% 

22 

(100%) 

2. Sumber Daya  3 

(14%) 

12 

(54%) 

7 

(32%) 

22 

(100%) 

3. Karakteristik 

pelaksana 

3 

(14%) 

14 

(64%) 

5 

(22%) 

22 

(100%) 

4. 

 

Komunikasi antar 

organisasi 

6 

(27%) 

14 

(64%) 

2 

(9%) 

22 

(100%) 

5. Lingkungan sosial dan 

ekonomi 

9 

(41%) 

11 

(50%) 

2 

(9%) 

22 

(100%) 

Jumlah 25 61 24 30 

 Rata-rata 5 2,2 4,8 22 

Presentase 23% 55% 22% 100% 

Skala Pengukuran 34-66% 

Kriteria Cukup Terlaksana 

Sumber : Data Olahan Penulis 2023 

Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil responden dari masyarakat korban kekerasan gender 

tentang Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru untuk rata-rata jawaban 

berada pada kategori “Cukup Terlaksana”. 

 Untuk indikator standar dan sasaran kebijakan dilihat dari hasil penyebaran kuisioner, 

jawaban rata-rata berda pada “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 48%. Hal ini karena pihak 

masyarakat korban kekerasan belum mengikuti standar operasional yang dibuat oleh pihak 

dinas. 

 Indikator sumber daya, untuk rata-rata jawabannya berada “Cukup terlaksana” 

dengan jumlah 54%. Karena untuk dana kurang merata ada beberapa yang tidak mendapati 

dana dan untuk jumlah petugas pelaksananya juga masih kurang. 
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 Untuk indikator karakteristik pelaksana rata-rata jawaban berada pada “Cukup 

terlaksana”. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa telah mendapatkan perhatian dan 

penyelesaian masalah dari pihak pelaksana sudah mulai terhandle. 

 Indikator lingkungan sosial dan ekonomi dari hasil kuisioner diperoleh jawaban rata-

rata “Cukup Terlaksana” dengan jumlah 50%. Program ini sudah mulai berpengaruh 

terhadap masyarakat korban kekerasan gender. 

 Berdasarkan analisa hasil kuisioner peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran 

presentase serta berdasarkan analisa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, 

maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini berada pada kategori “Cukup 

Terlaksana” dengan jumlah rata-ratab  12,2 dengan presentase 55%. Namun masig belum 

maksimal secara keseluruhan dan dapat diartikan bahwa dalam Pelaksanaan Program 

Pengarusutamaan Gender Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sudah cukup terlaksana tetapi masih perlu 

memaksimalkan lagi. 

 Maka berasarkan observasi yang dlakukan peneliti terkai program pengarusutaman 

gender ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya program pengarusutamaan 

gender ini tentuya disambut baik dengan masyarakat penerima program. Dampak yang ingin 

dihadirkan tentu merupakan dampak positif karena melalui program pengarusutamaan 

gender iini sudah pasti harapannya adalah dapat mengurangi jumlah kekerasan gender, dapat 

memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan gender dan untuk pengetahuan 

penerima program yang tidak mengetahui apa itu program pengarusutamaan gender. 

 Namun masih dapat kekurangan dalam pelaksanan program ini terkhusus dari segi 

sumberdaya manusia karna sama-sama diketahui untuk jumlah dari pihak pelaksana masih 

sangat kurang. 

 Dari segi sarana dan prasarana pendukung terkesan masih kurang memadai ada 

beberapa hal yang didapati oleh peneliti pada saaat melihat langsung kelokasi karena dari 

salah satu korban yang saya wawancarai masih ada yang belum mendapat fasilitas yang 

lengkap hal ini juga karena terbatasnya sumber dana. 

Kesimpulan 

 Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa hasil jawaban responden mengenai 

Pelaksanaan Program Pengarusutamaan (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan hasil “Cukup 

Terlaksana”. Berdasarkan 5 indikator yang ada yaitu, standar dan sasaran, sumberdaya, 

karakteristik pelaksana, komunikasi anatar organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi, 

namun secara keseluruhan masih terdapat kegiatan-kegiatan pelaksana yang belum 

sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan indikator yang ada. Salah satunya adalah indikator 

sumberdaya, dimana yang di katakan oleh kepala bidang pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan dan kepala UPT jumlah sumberdaya manusia yang memantau 

dan mendukung pelaksanaan program tersebut masih terbatas, selain itu sarana dan 

prasarana juga belum memadai dan anggaran dari setiap program PUG ini terbatas. Dari itu 

penulis dapat menarik kesimpulan dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender 

berdasarkan per indikatornnya. 
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1. Indikator standar dan sasaran ini “Terlaksana”. Karena dalam melaksanakan program dan 

kegiatan sudah menjalankan sesuai SOP dengan maksimal. 

2. Indikator sumber daya untuk menjawanya berada pada kategori “Cukup Terlaksana” 

karena masih terbatasnya sumberdaya, anggaran, sarana dan prasarana untuk pihak 

pelaksananya. 

3. Indikator karakteristik pelaksana untuk menjawab rata-rata jawaban berada pada “Cukup 

Terlaksana” karena dalam menjalankan program ini pihak dinas sudah menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai fasiliator namun di dalam penyelesaian sebuah masalah belum 

adanya sikap komitmen. 

4. Indikator komunikasi antar organisasi berada pada kategori “Cukup Terlaksana” karena 

adanya hubungan baik dalam instansi sendiri maupun instansi lain. Namun masih 

terbatasnya komunikasi intansi dengan masyarakat. 

5.  Indikator lingkungan sosial dan ekonomi berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yang 

dimana sesuai fakta lapangan bahwa program pengarusutamaan gender ini belum 

melakukan upaya dalam pelaksanaan kegiatan sebagian pengaruh program terhadap 

masyarakat belum merasakan. 

 Dilihat dari hasil kesimpulan diatas yaitu jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana”. 

Semua sudah berjalan dengan efektif fan efisien namun ada beberapa indikator yang masih 

belum terlaksana maka Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) ini belum bisa 

dikatakan terlaksana secara efektif. 

 Adapun saran yang peneliti sampaikan mengenai Pelaksanaan Program 

Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru ini sebagai berikut. 

1. Penulis menyarankan pihak DP3APM melakukan penambahan pegawai agar kebijakan 

berjalan secara efektif dan efesien agar tidak ada tumpang tindih dalam melakukan 

pekerjaan. 

2. Penulis menyarankan dan berharap bahwa jumlah anggran dalam perencanaan lebih 

ditingkatkan lagi dan tidak hanya memprioritaskan beberapa kegiatan saja di dalam 

program PUG ini. 

3. Penulis menyarankan, diharapkan pihak DP3APM khususnya di bidang PUG melakukan 

sosialisasi atau pun kegiatan-kegiatan lainnya secara rutin sesuai ketetapan waktu dan 

melaksanakan kegiatan menyeluruh pada Kota Pekanbaru 
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